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ABSTRAK 

Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kelurahan Wonosari, 

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang menimbulkan problematika hukum dalam 

pelaksanaannya. Hasil konsolidasi tanah perkotaan ini hanya berhasil menata 60% 

dan 40% tidak tertata atau terdapat problematika hukum diatas tanah obyek 

konsolidasi tanah perkotaan. 

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pelaksanaan konsolidasi tanah 

perkotaan yang terjadi di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota 

Semarang, mengetahui problematika hukum yang muncul, bagaimana 

penyelesaiannya serta perlindungan hukum bagi peserta konsolidasi tanah. 

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi 

penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis, metode pengumpulan data 

dengan data primer menggunakan wawancara dan data sekunder yang diperoleh 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode analisis data 

menggunakan analisis kualitatif dimana data-data tidak diolah menjadi angka 

melainkan dengan kata-kata. 

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pelaksanaan konsolidasi tanah 

perkotaan di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 

menggunakan dasar pelaksanaan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 

410-4245 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Problematika hukum 

yang muncul saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan adalah peta hasil 

konsolidasi tanah perkotaan tidak sesuai dengan keadaan dilapangan, peserta 

konsolidasi tanah perkotaan tidak bisa menemukan tanahnya, muncul 

permukiman baru diatas tanah obyek konsolidasi tanah perkotaan. Tidak adanya 

perlindungan hukum bagi peserta konsolidasi tanah perkotaan dan peserta 

konsolidasi tanah perkotaan hanya dapat melakukan upaya hukum sampai 

sekarang. 

Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah pelaksanaan konsolidasi 

tanah perkotaan selesai tetapi hasilnya tidak sempurna, belum ada pengaturan 

perlindungan hukum untuk peserta konsolidasi tanah perkotaan namun peserta 

konsolidasi tanah perkotaan wajib diberi perlindungan hukum oleh pemerintah 

sebagai bentuk tanggungjawab dari pelaksanaan program konsolidasi perkotaan. 

 

Kata Kunci : Konsolidasi Tanah Perkotaan, Problematika Hukum, 

Perlindungan Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 


